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BAB Il1

PENUTUP
A. Kesimpulan
Hasil dari tinjauan dan wawancara yang dilakukan pada Dinas Pekerjaan

Umum Perumahan Dan Kawasan Pemukiman maka penulis menarik

kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengawasan pelaksanaan penyediaan
ruang terbuka hijau privat yang diatur melalui Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 sudah sesuai dan menerapkan asas-asas
umum pemerintahan yang baik (AAUPB), pengedalian pelaksanaan tersebut
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab adalah Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP).
Pengawasan pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau privat yaitu
dikendalikan melalui izin bangunan gedung vyaitu untuk memperoleh
Persyaratan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF),
yang mana ruang terbuka hijau sebagai salah satu standar teknis yang harus
dipenuhi guna memperoleh izin bangunan gedung. Dalam menjalankan
tugas dan kewenangannya terkait pengawasan pelaksanaan, Pemerintah
Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).
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2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Organisasi
Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Pemukiman vyaitu pada ketersediaan jumlah sumber daya manusia.
Keterbatasan jumlah personil Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Pemukiman jumlah personil yang dimiliki tidak sesuai dengan
jumlah ideal yang seharusnya dimiliki, sehingga dalam melakukan
pengawasan belum dapat terlaksana secara maksimal. Perlu diketahui selain
melakukan pengawasan disisi lain fokus DPUPKP sendiri yaitu melakukan
pelayanan publik dibidang perizinan bangunan gedung, sehingga
pengawasan pelaksanaan menjadi terkendala.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut,
DPUPKP mengajukan penambahan jumlah pegawai ke Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta
akan tetapi sejauh ini BKPSDM belum dapat merealisasikan penambahan
jumlah pegawai sesuai dengan apa yang dibutuhkan DPUPKP berdasarkan
jumlah ideal dan kompetensi yang dibutuhkan. Upaya selanjutnya yang
dapat dilakukan yaitu mengoptimalkan jumlah personil yang ada dengan
diberikan pekerjaan yang merangkap sesuai kemampuannya, selain itu cara
lain yang dilakukan DPUPKP dengan melakukan koordinasi pada
kecamatan-kecamatan untuk membantu pengawasan dengan cara
memberikan laporan-laporan yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh

DPUPKP.
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B. Saran
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, dalam hal ini
penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam hal
mengatasi kendala dalam pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 yang menjadi bagian dari standar teknis
yang harus dipenuhi guna memperoleh izin bangunan gedung.
Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara melakukan sosialisai
pentingnya standar teknis dalam izin bangunan gedung, dengan adanya
kesadaran masyarakat tersebut maka masyarakat akan patuh terhadap
peraturan dan berkurangnya pelanggaran yang dilakukan masyarakat
sehingga dapat meringankan beban pengawasan DPUPKP karena
masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pengatahuan yang baik.

2. Penambahan jumlah tenaga kerja, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Pemukiman untuk mengatasi kendala terkait jumlah personil
dalam pengawasan, perlu dilakukannya perekrutan tenaga kerja pada
bidang-bidang tertentu yang membutuhkan pembahan jumlah personil,
sehingga pengawasan pelaksaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6
Tahun 2010 yang menjadi bagian dari standar teknis yang harus dipenuhi

untuk memperoleh izin bangunan menjadi maksimal.
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